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Adinda Sari Nasution, Nim. 0502171003 (2021), Analisis Penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 02 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal). 
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Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi yang 
digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat 
maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam PP Nomor. 71 Tahun 
2010. PP ini telah berlaku namun lembaga pemerintah masih diperkenankan 
memakai PP Nomor 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas mengarah akrual, hingga 
dengan tahun anggaran 2014. Laporan keuangan pemerintah daerah ialah 
cerminan kinerja pemerintah dalam satu periode akuntansi. Kantor DPMPPTSP 
Kabupaten Madina sudah menyusun serta menyajikan laporan keuangan 
pemerintah salah satu unsur laporan tersebut merupakan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) yang diatur dalah PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010. 
Adapun tujuan penelitian ini merupakan untuk mengenali bagaimana kesesuaian 
Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor DPMPPTSP Kabupaten 
Madina dengan Pernyataan Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor. 02 dalam 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 serta Untuk mengetahui bagaimana 
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor. 02 dalam 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) di Kantor DPMPPTSP Kabupaten Madina. Adapun jenis penelitian ini 
merupakan Pendekatan Kualitatif ini penelitian yang bersifat deskriptif serta 
cenderung menggunakan analisis. Jenis data yang digunakan merupakan data 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara 
serta teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan merupakan 
deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Kantor 
DPMPPTSP Kabupaten Madina yang berlokasi di di Komplek Perkantoran Bupati 
Payaloting Kab. Madina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010 tingkatan kesesuaiannya mencapai 
83% serta tingkatan kesesuaiannya mencapai 17% dengan menggunakan rumus 
Dean J. Champion. adapun ketidaksesuaiannya karena dalam penyusunan serta 
penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal serta 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak 
menyajikan pos- pos Pendapatan LRA, tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak 
melakukan pemindahan saldo lebih/ kurang anggaran ke laporan perubahan saldo 
anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak 
menyusun laporan neraca berbasis akrual. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penerapan PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010 pada 
Kantor DPMPPTSP Kabupaten Madina  dikatakan baik. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Laporan keuangan setiap daerah baik di kabupaten maupun kota adalah 
sama sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.1 
Dengan adanya Standar Akuntansi  Pemerintah (SAP) maka setiap laporan 
keuangan harus sesuai dengan standar yang berlaku ini. Adanya Standar 
Akuntansi Pemerintah diharapkan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
di pemerintahan daerah baik itu pemerintah kabupaten maupun kota. 
Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksudkan adalah 
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan 
keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah dan Good Governance dapat tercapai.Oleh sebab itu 
dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan 
keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi pemerintahan.2 
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka 
pemerintahan pusat, kabupaten ataupun kota diperkenankan untuk menerapkannya 
dalam pembuatan laporan keuangannya. Seterusnya PP tersebut dapat dijadikan 
sebagai acuan standar yang baku untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan 
yang wajib untuk menyusun laporan keuangan.  
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa: “Pemerintah menerapkan SAP berbasis 
                                                     
1
 Yoyo Sudaryo, dkk. Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: CV. ANDI 
OFFSET, 2007), h. 32  
2
Mokhamad Irawan. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 
Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 Dan 
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)”, 




akrual (Pasal 4 ayat 1)”. 3  SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis 
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 
SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana 
berbasis akrual. 
PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
berbasis kas menuju akrual yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi 
Anggaran.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.4 
Standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bertujuan untuk menetapkan 
dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah 
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 
tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat 
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Unsur-unsur sangat diperlukan di dalam menyusun laporan agar suatu 
laporan tersebut dikatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Di dalam 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: (1) 
pendapatan-LRA; (2) belanja; (3) transfer; dan (4) pembiayaan.
5
 
                                                     
3
 PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 1 
4
 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 
2005), h. 139 
5
 Rexy R I Palimbongan. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”, Journal EMBA, ISSN: 2302-1174, Vol. 7 No. 




Teori tersebut diatas seiring dengan firman Allah SAW tentang konsep 
tanggungjawab. Konsep ini kemudian merujuk kepada surah Al-Mudatsir ayat 38, 
yakni : 
ٌََث  ِي ا َلَسَتۡج َر ًَ ِ ُّ َنۡفِۢس ة   ٣٨ُكل
Artinya : 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”6 
 
Disini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat 
harus mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan 
pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi 
pula yang akan menjadi tanggungjawabnya dengan apa yang sudah di anggarkan 
dalam periode pemerintahnya, serta bertanggungjawab untuk merealisasikannya. 
Dalam mempertanggungjawabkannya juga harus sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
Kemudian di Kabupaten Mandailing Natal telah berdiri Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertempat di 
Komplek Perkantoran Bupati Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing 
Natal, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil Pra Penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan kegiatan diharuskan 




Laporan Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki laporan realisasi fisik dan 
keuangan pelaksanaan kegiatan yang berbentuk laporan, dinas tersebut 
                                                     
6
 Tafsir Al-Qur‟an Surah Al-Mudatsir ayat 38 
7
 Wawancara dengan Bapak Setia Budi, SE; selaku Staf Honorer di Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 September 2020, 




mendapatkan dana dari dana alokasi umum APBD Kabupaten Mandailing Natal. 
Kemudian dana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi-seksi lain di dinas 
tersebut mendapatkan dana dari bagian keuangan dinas tersebut melalui pencairan 
dana Uang Persediaan (UP), kemudian UP dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban 
(SPJ) per kegiatan dan digantikan menjadi Ganti Uang (GU) sampai kemudian 




Namun pada kenyataannya Kassubbag Keuangan Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menyusun laporan 
keuangan masih kurang memahami akuntansi pemerintahan. Hal tersebut 
diketahui penulis ketika penulis melakukan pra penelitian di lapangan pada hari 
Jum‟at, tanggal 25 September 2020 ketika penulis menjumpai Kassubag 
Keuangan dan berdiskusi mengenai Pernyataan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Kassubag 
Keuangan tidak memahami betul unsur-unsur laporan realisasi anggaran 
sepenuhnya sehingga menyebabkan Kassubbag Keuangan hanya menerapkan 




Gambar 1.1 dibawah ini memperlihatkan bahwa Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan Unsur-Unsur Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA). 
                                                     
8
 Wawancara dengan Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE; selaku Subbag Umum Kepegawaian di 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 28 
September 2020, pada pukul ±11.00 WIB 
9
 Wawancara dengan Bapak Fahrur Rozi Rangkuti,SE; selaku Subbag Keuangan di Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 






Gambar 1.1   Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
 
Dari Gambar 1.1 diketahui bahwa Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing belum sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang 






Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan Pelaksanaaan 
Kegiataan 
Kabupaten Mandailing Natal 
Per 31 Desember 2019  
Pencatatan tidak ada 
membedakan unsur-
unsur  PSAP No. 02 
tentang penyajian 
laporan realisasi 
anggaran yang diatur 
dalam PP No. 71 Tahun 
2010 yaitu tidak 
membedakan antara 
Pos-pos Pendapatan 





Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaaan Kegiataan 
Kabupaten Mandailing Natal 
Per 31 Desember 2019 
10 
Selanjutnya Pencatatan tidak ada membedakan unsur-unsur  PSAP No. 02 
tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 




Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif 
maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini 
dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah. Upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dan staf pegawai agar tercapainya 
pembangunan daerah yang baik di Kapubaten Mandailing Natal adalah dengan 
menyusun anggaran keuangan yang memadai dan kesesuaian penyusunan laporan 
realisasi anggaran yang disusun oleh Kabupaten Mandaling Natal terhadap 




Maka berdasarkan hasil yang dapat dari hasil Pra Penelitian dan 
permasalahan di atas menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyajian 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  (DPMPPTSP) Kabupaten Mandailing 
Natal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang 
Laporan Realisasi Anggaran yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 
Tahun 2010 dan penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah 
karya ilmiah/ skripsi dengan judul. “Analisis Penerapan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 
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(Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal”. 
  
B. Batasan Masalah  
Agar Pembahasan tidak meluas dan mencapai fokus yang diharapkan, penulis 
membatasi permasalahan penelitian ini pada lingkup Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal. 
 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana kesesuaian Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal dengan  Pernyataan Akuntansi Pemerintah 
(PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ? 
2. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 
02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal ? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di 
atas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yaitu:  
1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Penerapan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan  Pernyataan 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 




Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
 
E. Manfaat Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca 
khususnya mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, serta dapat berguna bagi banyak pihak tertentu sebagai tambahan 
referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang. 
2. Diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademis 
dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi 
penelitian yang lain.  
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Akun dalam Jurusan 























A. Kerangka Teoritis  
1. Konsep Akuntansi  
Secara umum akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokkan, 
penjabaran, penyajian data, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan 
keuangan yang digunakan untuk proses pencacatan suatu transaksi agar lebih 
mudah dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sangat perlu untuk 
mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada awalnya, laporan keuangan bagi 
suatu perusahaan hanyalah sebagai „alat penguji‟ dari perkerjaan bagian 
pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat 
penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi 
keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak 
yang berkepentingan mengambil suatu keputusan.
1
 
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi 
yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang 
dan menginterpretasikan hasil proses tersebut.2 Tujuan utama akuntansi adalah 
untuk mencatat, melaporkan dan menginter-pretasikan data-data ekonomi untuk 
digunakan sebagai pengambil keputusan.
3
 
Kemudian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya 
menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan tentang entitas 
ekonomi yang dimaksudkan agar berdaya guna dalam pengambilan keputusan.4 
Lalu akuntansi adalah sistem informasi (accounting is an information 
system) yang menyediakan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan (that provides report to stake holders) tentang aktivitas-aktivitas 
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ekonomi dan keadaan perusahaan (about the economic activities and conditions of 
a business).5 
Selanjutnya Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi 
menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang 
ekonomi organisasi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan 
keputusan dokumen dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai 
alternative arah tindakan.” (Accounting Principles Board, 1970).6 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 
seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat 
keuanganyang berfungsimenyediakan informasi kuantitatif yang bersifat 
keuangan tentang entitas ekonomi dan dijadikan sebagai informasi dalam rangka 
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 
Akuntansi menurut perspektif syariah dalam melakukan pencatatan urusan 
yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi 




 ٌَ  ِ ااٱِذَّل َّ ُّ 
َ
  َ َ ىّٗم   َس َ نٖل يُّ
َ
   َ ِ ٌٍن     َِ   حََ   َ خلى ةَِ  ۡ
ْا ْٓو  َل ْهل   َ  َي  َوۡۡلَۡمخلب اۡٱخلتل
 ِ ۡى َ حِبل   ََ ل ِ  ةِذَّلۡ   ۡ َ
 اهۡ
Artinya : 
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melihatnya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar.” 
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Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan 
kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban 
(accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak 
menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur‟an melindungi kepentingan 
masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Untuk itu, 




2. Konsep Akuntansi Pemerintahan  
Secara umum akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa 
untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses 
pencatatan, pengelompokkan, penjabaran, penyajian data, pengikthisaran, 
pengklasifikasian, pencatatan transaksi, suatu transaksi keuangan pemerintah serta 
penafsian atau suatu informasi.  
Akuntansi pemerintah adalah akuntansi pemerintah meliputi aktivitas 
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi 
keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran 
atas hasil aktivitas ini. 9 
 Kemudian akuntansi pemerintah adalah proses penyusunan laporan 
keuangan pemerintah, sedangkan akuntansi pemerintah daerah adalah proses 
penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. 10 
Selanjutnya dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk 
memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah 
kepada pihak eksekutif, legislative yudikatif, dan masyarakat.11 
Akuntansi pemerintah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada 
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umunya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga 
pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. 
Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan 
informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna 
pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang 
berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi pemerintah 
mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi 
di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang 
aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini 
meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk 
kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.
12
 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 
pemerintah adalah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah meliputi 
aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-
transaksi keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative yudikatif, dan 
masyarakat sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil 
aktivitas ini. 
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)  
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum dapat diartikan 
sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.  
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang 
digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat 
maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintahan No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku 
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namun instansi pemerintahmasih diperkenankan menggunakan Peraturan 
Pemerintah No, 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai 
dengan tahun anggaran 2014. 13 
Kemudian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan 
yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indoensia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah 
juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 
laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar 
akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar 
tersebut.14 
Selanjutnya Standar Akuntansi Pemerinah (SAP) merupakan standar 
akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi 
pemerintahan di Indonesia. Dengan standar ini, laporan keuangan pemerintah 
yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan 
sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga 
tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.15 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk 
menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. 
Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui 
penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut 
mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut sehingga tercapai 
pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 
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4. Laporan Keuangan  
1. Pengertian Laporan Keuangan  
Secara umum laporan keuangan merupakan pencatatan uang yaitu 
laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik 
transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam 
periode tertentu. Penetuannya ditentukan bisa setiap bulan ataupun satu tahun 
sekali.  
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan 
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan megenai alokasi sumber daya.16 
Kemudian laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat 
data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan 
pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah. 
Adapun tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun yang mencakup laporan keuangan 
daerah adalah: (a) Laporan Keuangan Daerah; (b) Neraca Daerah; (c) Laporan 
Arus Kas; (d) Cacatan Atas Laporan Keuangan. 17 
Selanjutnya pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. 
Selanjutnya, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan degan posisi keuangan dan hasil-hasil 
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operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.18 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 
keuangan yaitu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengkomunikasikan data keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah 
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo 
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas 
pelaporan.  
2. Komponen Laporan Keuangan  
Sebuah instansi yang baik tentunya didukung dengan berbagai komponen 
didalamnya tanpa terkecuali laporan keuangan untuk instansi tersebut. Semakin 
baik dan rinci laporan keuangan instansi maka semakin memberi dampak 
positif kepada instansi tersebut. Oleh sebab itu hal ini yang membuat laporan 
keuangan instansi harus dibuat sebaik mungkin. Tetapi diluar sana masih 
banyak orang yang belum mengetahui tentang laporan keuangan. Komponen-
komponen dasar laporan keuangan yaitu : (a) Laporan Laba Rugi; (b) Laporan 
Perubahan Ekuitas; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas (Cash Flow); (e) Catatan 
Atas Laporan Keuangan.  
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan 
keuangan pokok adalah : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) 
Laporan Arus Kas, (d) Catatan atas Laporan Keuangan. 19 
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 
entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum 
negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah. 
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Sementara laporan keuangan surplus-defisit dan laporan ekuitas merupakan 
laporan keuangan opsional.20 
Kemudian komponen laporan keuangan yaitu:  
1. Laporan Laba Rugi  
Laporan yang menunjukkan penghasilan (pendapatan) dari penjualan, 
berbagai biaya, dan laba yang diperoleh oleh perusahaan  selama periode 
tertentu. Dalam praktiknya komponen penghasilan yang dilaporkan dalam 
laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, antara lain:  
(a) Penghasilan (pendapatan) yang diperoleh dari usaha pokok (usaha 
utama) perusahaan; dan  
(b) Penghasilan (pendapatan) yang diperoleh dari di luar usaha pokok 
(usaha sampingan) perusahaan.  
Sedangkan, untuk komponen pengeluaran (biaya-biaya) juga terdiri 
dari dua jenis, yaitu antara lain:  
(a) Pengeluaran (biaya) yang dibebankan dari usaha pokok (usaha utama) 
perusahaan; 
(b) Pengeluaran (biaya) yang dibebankan dari luar usaha pokok (usaha 
sampingan) perusahaan.21 
Selanjutnya komponen-komponen yang terdapat dalam satu set 
laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary 
reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai 
berikut: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus 
Kas; (f) Laporan Peubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan.  
Dari pernyataan di atas diketahui bahwa komponen-komponen yang 
terdapat didalam laporan keuangan yaitu : (a) Laporan Realisasi Anggaran; 
(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan 








Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Peubahan Ekuitas; (g) 
Catatan atas Laporan Keuangan.  
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 
entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
5. Laporan Realisasi Anggaran  
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran  
Kita dapat mengetahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan 
pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam 
satu periode realisasi dan anggaran entitas pelaporan. yang bertujuan untuk 
memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan 
antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, unsur yang dicakup oleh Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) adalah pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.  
Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam 
laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi 
anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian 
yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya 
untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan 
realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui 
PERDA setelah sebelumya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini 
merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan 
pelayaan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan 
ekonomi daerah.22 
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Lalu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat 
penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui 
keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi. Laporan realisasi anggaran 
adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan 
pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-
ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untu membantu para pemakainya dalam 
membuat atau mengambil keputusan. 23 
Kemudian Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan 
pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam 
satu periode.24 
Selanjutnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu 
komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, 
alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam suatu periode tertentu.25 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan 
realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan/ instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan 
keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran 
dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan 
pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam 
satu periode dan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan 
pelayaan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan 
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ekonomi daerah. Berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu 
perusahaan atau instansi. 
2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran  
Dapat diketahui bahwa tujuan standar laporan realisasi anggaran untuk 
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 
pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan 
dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah 
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 
tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan 
tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan 
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.26 
Kemudian tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP No. 02 
adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 
Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat 
ketercapaian target-target yang telah disepakati legislatif dan eksekutif sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.27 
Selanjutnya tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran 
adalah penetapan dasar-dasar penyajian dasar-dasar penyajian laporan realisasi 
anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan 
pemenuhan tujuan akuntabilitas publik.28 
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 
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laporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan, menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi 
anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
3. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan reaslisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) 
periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan  
Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran 
terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.  
1. Pendapatan-LRA 
Secara umum Pendapatan –LRA merupakan semua penerimaan 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran 
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-
LRA (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 
nili kekayaan bersih.  
Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah 
atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.29 
Kemudian Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berazaskan bruto, 
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan (pengeluaran). Dalam hal besaran 
pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel 
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terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapar dianggarkan terlebih dahulu 
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.30 
Selanjutnya dalam definisi pendapatan–LRA ini secara jelas 
disebutkan bahwa titik pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat kas 
diterima oleh BUN/BUD. dalam mekanisme pendapatan pemerintah, 
pendapatan memungkinkan dibayarkan langsung oleh pembayar 
pajak/pembayar pendapatan lainya ke rekening BUN, namun pembayar 
pajak/pendapatan lainnya juga difasilitasi untuk membayar melalui 
bendahara penerimaan entitas pemerintah.31 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-
LRA adalah  semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh 
Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan.Pendapatan-LRA dilaksanakan berazaskan bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan (pengeluaran). 
2. Belanja  
Secara umum belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh 
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis 
akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih.  
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah 
atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah.  
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Kemudian belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya 
pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya 
terjadinya pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut 
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi berbendaharaan. Belanja 
menurut basis akrual dikaui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat 
diperoleh manfaat.32 
Selanjutnya belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 
(jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah 
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk 
melaksanakan suatu aktivitas.33 
Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa belanja 
adalah oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya 
pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 
3. Transfer  
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 
dan dana bagi hasil.  
Selanjutnya transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban 
pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas 
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 
4. Pembiayaan (financing) 
Pembiayaan (financing) adalah penerimaan pengeluaran yang tidak 
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 
dari/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 
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maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat 
berasal dari pinjaman dari hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara 
lain digunakan untuk pembiyaan kembali pokok pinjaman, pemberian 
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.34 
 
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/ 
Pemerintah Kota/Dinas 
Per 31 Desember 
 
No Uraian Anggaran 
20 x 1 
Realisasi 
20 x 1 
(%) Realisasi 
20 x 0 
1 PENDAPATAN      
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH     
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxx Xxx Xx Xxx 
4 Pendapatan Retribusi Daerah  xxx Xxx Xx Xxx 
5 Pend. Hasil pengolaan kekayaan lain-lain 
PAD yang sah 
xxx Xxx Xx Xxx 
6 Lain-lain PAD yang sah  xxx Xxx Xx Xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) xxxx Xxxx Xx Xxxx 
8      
9 PENDAPATAN TRANSFER      
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- 
DANA PERIMBANGAN 
    
11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx Xxx Xx Xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  xxx Xxx Xx Xxx 
13  Dana Alokasi Umum  xxx Xxx Xx Xxx 
14 Dana Alokasi Khusus  xxx Xxx Xx Xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer dan 
Perinbangan (11 s/d 14)  
xxxx Xxxx Xx Xxxx 
16      
17  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA 
    
18 Dana Otonomi Khusus  xxx Xxx Xx Xxx 
19 Dana Penyesuaian xxx Xxx Xx Xxx 
20 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- 
Lainnya (18 s/d 19) 
xxxx Xxxx Xx Xxxx 
21      
22  TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI     
23  Pendapatan Bagi Hasil Pajak  xxx Xxx Xx Xxx 
24  Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  xxx Xxx Xx Xxx 
25  Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 
(23 s/d 24)  
xxxx Xxxx Xx Xxxx 
26  Total Pendapatan Transfer xxxx Xxxx Xx Xxxx 
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27      
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH      
29  Pendapatan Hibah  xxx Xxx Xx Xxx 
30  Pendapatan Dana Darurat  xxx Xxx Xx Xxx 
31  Pendapatan  lainya  xxx Xxx Xx Xxx 
32  Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
(29 s/d 31) 
xxxx Xxxx Xx Xxxx 
33  JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) xxxx Xxxx Xx Xxxx 
34       
35  BELANJA      
36  BELANJA OPERASI      
37  Belanja Pegawai  xxx Xxx Xx Xxx 
38  Belanja Barang  xxx Xxx Xx Xxx 
39  Bunga  xxx Xxx Xx Xxx 
40  Subsidi  xxx Xxx Xx Xxx 
41  Hibah  xxx Xxx Xx Xxx 
42   Bantuan Sosial  xxx Xxx Xx Xxx 
43  Jumlah Belanja Operasi  xxxx Xxxx Xx Xxxx 
44       
45  BELANJA MODAL      
46 Belanja Tanah  xxx Xxx Xx xxx 
47  Belanja Peralatan dan Mesin  xxx Xxx Xx xxx 
48  Belanja Gedung dan Bangunan  xxx Xxx Xx xxx 
49 Belanja Jalan, irigasi, dan Bangunan  xxx Xxx Xx xxx 
50  Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx Xxx Xx xxx 
51  Belanja Asset Lainnya  xxx Xxx Xx xxx 
52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)  xxxx Xxxx Xx xxxx 
53       
54  BELANJA TAK TERDUGA     
55 Belanja Tak Terduga  xxx Xxx Xx xxx 
56  Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) xxx Xxx Xx xxx 
57  JUMLAH BELANJA (43+52+56) xxxx Xxxx Xx xxxx 
58       
59  TRANSFER      
60  TRANSFER HASIL KE DESA      
61  Bagi Hasil Pajak  xxx Xxx Xx xxx 
62  Bagi Hasil Retribusi  xxx Xxx Xx xxx 
63  Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  xxx Xxx Xx xxx 
64  JUMLAH TRANSFER HASIL KE 
DESA (61 s/d 63)  
xxxx Xxxx Xx xxxx 
 
65       
66  SURPLUS/DEFISIT (33-64)  xxxx Xxxx Xx xxxx 
67       
68  PEMBIAYAAN      
69       
70  PENERIMAAN PEMBIYAAN      
71  Penggunaan SILPA  xxx Xxx Xx xxx 
72  Pencairan Dana Cadangan  xxx Xxx Xx xxx 
73  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
xxx Xxx Xx xxx 
74  Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat  xxx Xxx Xx xxx 




Daerah Lainnya  
76  Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga 
Keuangan Bank  
xxx Xxx Xx xxx 
77  Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga 
Keuangan Bukan Bank  
xxx Xxx Xx xxx 
78  Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi xxxx Xxx Xx xxx 
79  Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya  xxx Xxx Xx xxx 
80  Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara  
xxx Xxx Xx xxx 
81  Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah 
xxx Xxx Xx xxx 
82  Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya  
xxx Xxx Xx xxx 
83  Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)  xxxx Xxxx Xx Xxxx 
84       
85  PENGELUARAN PEMBIAYAAN      
86  Pembentukan Dana Cadangan  xxx Xxx Xx Xxx 
87  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  xxx Xxx Xx Xxx 
88  Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-
Pemerintah Pusat  
xxx Xxx Xx Xxx 
89  Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-
Pemerintah Daerah Lainnya  
xxx Xxx Xx Xxx 
90  Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-
Lembaga Keuangan Bank  
xxx Xxx Xx Xxx 
91  Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-
Lembaga Keuangan Bukan Bank  
xxx xxx Xx Xxx 
92  Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-
Obligasi  
xxx Xxx Xx Xxx 
93  Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri-Lainnya  
xxx Xxx Xx Xxx 
94  Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Negara  
xxx Xxx Xx Xxx 
95  Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Daerah  
xxx Xxx Xx Xxx 
96  Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Daerah Lainnya  
xxx Xxx Xx Xxx 
97  Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)  xxx Xxxx Xx Xxx 
98  PEMBIAYAAN NETO (83-97) xxxx Xxxx Xx Xxxx 
99      
100  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-98)  xxxx Xxxx Xx Xxxx 
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6. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran  
Secara umum analisis merupakan istilah yang banyak digunakan dalam 
berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa, sosial, ekonomi, bisnis, 
pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, dan lainnya. Analisis berasal dari 
bahasa Yunani Konu “analusis”, yang artinya “melepaskan. Analisis diartikan 
sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang 
kompleks menjadi bagian yang kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan 
bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain.  
Analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu 
kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan 
memustuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan 
masalah.36 
Tujuan valisasi metode analisis adalah diperolehnya data sesuai dengan 
tujuannya (fit for purpose). Untuk memperoleh data yang valid, seorang analisis 
harus memperhatikan proses-proses yang terjadi selama analisis.proses analisis 
dari sampling (pengambilan sampel) dan diakhiri dengan analisis data. 37 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 
memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi 
untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memustuskan tindakan apa 
yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah dan diperolehnya data 
sesuai dengan tujuannya (fit for purpose). Untuk memperoleh data yang valid, 
seorang analisis harus memperhatikan proses-proses yang terjadi selama 
analisis.proses analisis dari sampling (pengambilan sampel) dan diakhiri dengan 
analisis data. 
                                                     
36
 Freddy Rangkuti. ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep 
Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Anggota IKAPI, 1997), h. 14  
 
37
 Abdul Rohman. Validasi dan Penjaminan Mutu Metode Analisis Kimia, (Yogyakarta: 




Secara umum penerapan adalah perbuatan menerapkan yaitu suatu 
perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan 
tertentu san untu suatu kepentinagn yang diingkan oleh suatu kelompok atau 
golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.  
Penarapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 
telah di gariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan 
sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan 
kedalam masyarakat.38 
Kemudian penerapan (implementasi) adalah perbuatan menerapkan, atau 
suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai 
tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok 
atau golongan yang telah terencanadan tersusun sebelumnya.39 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 
adalah perbuatan menerapkan, atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 
metode, dan hal lain serta tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 
telah di gariskan dalam keputusan. 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang 
digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat 
maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintahan No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku namun 
instansi pemerintahmasih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No, 
24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 
2014.  
Kemudian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan 
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yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indoensia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah juga 
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan 
keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi 
pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun 
laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Standar 
Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan 
pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan 
penerapan standar tersebut sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel. 
Jadi, Analisis Penerapan PSAP adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan 
memahami seluruh informasi yang terdapat pada penerapan PSAP. Sedangkan 
penerapan PSAP adalah menerapkan atau mempraktekkan suatu teori, metode, 
dan hal lain dari PSAP (standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun 
laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah) yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan. 
Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan 
keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran 
dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat 
penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk 
mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi 
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA 
setelah sebelumya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling 
lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan 
salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan 




yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.40 
Lalu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat 
penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui 
keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi. Laporan realisasi anggaran adalah 
hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan 
pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-
ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untu membantu para pemakainya dalam 
membuat atau mengambil keputusan. 41 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi 
anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ 
instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan 
pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu 
periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan, yang masing-
masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode dan salah satu 
alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayaan publik yang optimal 
serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Berfungsi untuk 
mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. 
Jadi, Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah proses pemeriksaan, evaluasi 
dan memahami seluruh informasi yang terdapat pada penerapan PSAP. 
Sedangkan penerapan PSAP adalah menerapkan atau mempraktekkan suatu teori, 
metode, dan hal lain dari PSAP (standar akuntansi yang digunakan untuk 
menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah) 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan. 
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Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan/ instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan 
keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran 
dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, 
yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode dan 
salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayaan publik 
yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. 
Berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. 
7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Perspektif Syariah  
Istilah anggaran berkaitan dengan konsep perencanaan yang akan di 
pertanggung jawabkan, perencanaan dalam syari‟ah islam adalah proses 
pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang 
dikehendaki dengan manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, penggaran, 
pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian, dalam pencarian dan penyimpanan 
dengan syari‟at dan berbasis hukum islam yang dilandasi olrh Al-Qur‟an dan 
Hadist. Sesuatu yang di atur dalam syariat. Sebagaimana perencanaan 
penganggaran keuangan yang bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan, baik 
dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemashlahatan. Dalam hal ini 
Allah memerintahkan manusia dalam melakukan perencanaan keuangan 
disebutkan dalam Q.S Al-Furqan ayat 67:  
 ٌَ  ِ ا َواٱِذَّل َْ ي  َٰلَِك قَ ْا َوََكَن َبۡۡيَ َذ و  ل ْا َولَۡى َ ۡقُتل  ْ لۡۡسِفل ْا لَۡى ي  ْ ٍَفقل
َ
ٓو     َِ  ٦٧  
Artinya : 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian.”42 
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Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 
mengalokasikan anggaran seharusnya tidak menyimpang dari apa yang sudah di 
rencanakan. Ayat di atas juga menerangkan bahwa didalam melakukan 
pengganggaran maka harus di anggarkan sesuai dengan kepentingan dan anggaran 
tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah di tentukan. Ayat di 
atas juga menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja 
mencari harta sesuai dengan kepentingan saat membelanjakan harta, tidak bersifat 
lalai sampai mengurangi dari kewajiban sehingga tidak mencukupi, maka dari ini, 
apabila membelanjakan harta dengan adil dan penuh dengan kebaikan dan tidak 
berlaku boros.  
Selain penjelasan mengenai perencanaan penyusunan anggaran di atas, 
terdapat juga konsep akuntabilitas anggaran sektor publik, dan ini di jelaskan 
dalam Q.S surah Al-An‟am ayat 135 : 
ِْۡم قلۡن  ََٰق ْا  َي وْل ًَ ل اۡٱ َ ْنل  َْن َيٌ حَ ل ًل َ َ ۡ وَ ْۡ ۡى  ِ ىّٗمِ َ ِ نۖٞل  فََس َٰ َيَ ٍَخِ ل
َ َ  ۥ 
َٰقَِتثل  ُل اٱِذَّل رِ  َع ۡفوِحل ۥ  ٍِِذَّل ْنَ  ََل  ل ًل َٰوِ   ١٣٥ اهلِذَّل
Artinya : 
“ wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu yaitu teruslah kau 
berjalan sesuai jalanmu, akupun akan berbuat demikian, kelak kamu akan 
tahu siapa yang mendapat tempat terbaik di akhirat nanti, sesungguhnya 
orang-orang yang zalin itu tidak akan beruntung di dunia dan di 
akhirat”43 
 
Juga terdapat dalam Q.S Al-Mudatsir ayat 38 yaitu : 
ٌََث  ِي ا َلَسَتۡج َر ًَ ِ ُّ َنۡفِۢس ة   ٣٨ ُكل
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“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”44 
 
Disini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat 
harus mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan 
pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi 
pula yang akan menjadi tanggungjawabnya dengan apa yang sudah di anggarkan 
dalam periode pemerintahnya, serta bertanggungjawab untuk merealisasikannya. 
Dalam mempertanggungjawabkannya juga harus sesuai prosedur yang telah di 
tetapkan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
 
B. Penelitian Terdahulu  
Sebelum  melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian terdahulu 
terhadap Karya Ilmiah yang telah membahas tentang masalah Penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan 
Realisasi Anggaran.  
Penelitian sebelumnya yang didapat oleh penulis ialah penelitian yang sudah 
menjadi skripsi yang ditulis oleh Paidi selaku alumni Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara dengan judul Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi 
pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran (Studi kasus pada 
Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Dalam skripsi tersebut 
isi yang dibahas ialah membahas tentang penyajian laporan realisasi anggaran 
Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik. Namun dalam 
penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas 
tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran 
pembiayaan,tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan 
perubahan saldo anggaran, tidak transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah 
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dan tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual yang diatur dalam PSAP No. 
02 PP Nomor 71 Tahun 2010.  
Kemudian didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal yang 
ditulis oleh Mokhamad Irawan selaku mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang 
dengan judul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 
tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). Dalam 
penelitian ini penulis mengkaji tentang penyajian laporan realisasi anggaran 
pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No. 71 
Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 melalui pengukuran. 
Lalu didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal karya Siti 
Asmianti dan Stanley K. Walandouw selaku mahasiswa/i Universitas Sam 
Ratulangi dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyatan Standar Akuntansi 
Pemerintah tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Kabupaten 
Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu 
oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen 
Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akrual sesuai 
dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 
tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalamPP No. 24 Tahun 2005. 
Selanjutnya didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal karya 
Fitri Anitya Puji Rahayu dan Marliyati selaku mahasiswi Politeknik Negeri 
Semarang dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Laporan 
Realisasi Anggaran. Dalam penelitian tersebut isi dari Jurnal mengkaji tentang 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan realisasi anggaran tehun 
2011 pada DDPAD Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah sesuai dengan 
SAP, laporan realisasi anggaran sesuai dengan Permendagri Nomo 13 Tahun 
2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Gubernur 




Kemudian dapat ditarik kesimpulan, meskipun sudah ada beberapa 
penelitian tentang Laporan Realisasi Anggaran, akan tetapi dalam penelusuran 
penulis bahwa yang membahas tentang analisis penerapan pernyataan standar 
akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang realisasi anggaran pada Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  itu  belum dikatakan 
ada, maka untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti Analisis penerapan 
pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi 
anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kab. Mandailing Natal. 
 
C. Kerangka Konseptual 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyusun Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini melihat kesesuaian antara penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 terhadap Laporan 
Realisasi Anggaran  Dinas tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 71 Tahun 2010 dengan menggunakan analisis deskriptif  kualitatif  
menggunakan gambaran apa yang didapat dari data kualitatif. Jika hasil penelitian 
sudah sesuai maka penyusunan laporan realisasi anggaran sudah mengikuti 
standar dari Peraturan Pemerintah (PP). Tetapi jika ada ketidaksesuaian maka 
akan diteliti apa yang mempengaruhi Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum sesuai penerapannya dengan  
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 
Tahun 2010. Kerangka pemikiran analisis Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 





























Gambar 2.1  Kerangka Konseptual 
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A. Pendekatan Penelitian  
Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif.  
Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat penelitian 
generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam 
(in- depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi 
kualitatif yaitu bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah 
lainnya. 1 
Pendekatan Kualitatif ini penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis. 
Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara 
mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif  berfungsi memberikan 
kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. 2 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian  
1. Tempat Lokasi Penelitian 
Pelaksanaan kegiatan Penelitian bertempatkan di Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
yang beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting Kab. Madina. 
2. Waktu Kegiatan Penelitian 
Adapun waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai Januari 2021 s/d selesai. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian  
1. Subjek Penelitian  
Subjek Penelitian ini adalah beberapa perangkat di Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizian Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
berjumlah 5 orang seperti Kepala Dinas Drs. Parlin Lubis, AP; Sekretaris Riswan 
Efendi, SE.MM; Subbag Umum Kepegawaian Nurkhairani Hasibuan, SE; Staf 
Honorer Setia Budi, SE; dan yang paling utama yaitu Subbag Keuangan Fahrur Rozi 
Rangkuti, SE. 
2. Objek Penelitian  
Objek Penelitian ini adalah laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan 
kegiatan kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019 yang akan menjadi bahan 
untuk membuat laporan keuangan. 
 
D. Sumber dan Jenis Data  
1. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan laporan Realisasi 
Fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 
2019 yang disusun oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan untuk 
mencari jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder  
a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 
perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti.3Dalam penelitian ini data primernya adalah yang 
didapat langsung dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan hasil wawancara.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Sudah 
dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk 
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publikasi-publikasi.4 Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, 
website maupun informasi lainnya yang membahas tentang laporan realisasi 
anggaran.  
2. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data 
kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian
5
. 
Dalam hal ini yaitu uraian Laporan Realisasi Fisik dan keuangan pelaksanaan 
kegiatan pada Tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya : 
a. Dengan cara wawancara, yaitu pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung 
berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung 
seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.6 
b. Dengan teknik dokumentasi, yaitu cara mencari data atau mencari informasi dari 
buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalahm prasasti, notulen 
rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.7 
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F. Teknik Analisis Data  
Dalam melakukan analisa deskriptif terhadap data penelitian ini, peneliti 
melakukan tahapan mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan 
Laporan Realisasi Anggaran, kemudian menganalisis data dan informasi tentang 
laporan realisasi anggaran, dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah 
(PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran terhadap laporan realisasi 
anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya menyimpulkan uraian dari penjelasan 
yang ada.  
Penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran 
yang dibuat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Mandailing Natal. melalui teknik wawancara dengan daftar 
checklist yang mendeskripsikan laporan realisasi anggaran berdasarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010.  
Untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil 
wawancara dengan menggunakan daftar checklist, dimana pilihan jawaban yang 
disajikan adalah Ya dan Tidak dimana jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0. Dan untuk 
menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Rumus Dean J. 
Champion. Dimana Dean J. Champion mengemukakan sebagai berikut:  
a. 0%-25% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 tidak baik.  
b. 25%-50% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 kurang 
baik.  
c. 50%-75% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 cukup baik.  







G. Sistematika Pembahasan  
Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai 
fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. 
Hal ini di maksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah, dan sistematis. 
Dalam usulan penelitian ini penulis akan membagi menjadi lima bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.  
Bab kedua, landasan teori membahas tentang Kerangka Teoritis, Kerangka 
Terdahulu, Kerangka Konseptual. 
Bab ketiga, berisikan tentang metodologi penelitian diantaranya pendekatan 
penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan sistematika pembahasan.  
Bab keempat, berisikan tentang profil tempat penelitian, dan hasil penelitian.  
Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Instansi 
1. Sejarah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten 
Mandailing Natalan Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mandailing Natal, dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  Pintu kabupaten Mandailing Natal diberikan 
mandate merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan serta 
memberikan pelayanan perizinan dan non periizinan. Melalui kegiatan investasi 
dengan berbagai bidang usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan, 
penyediaan lapangan kerja/mengurangi pengangguran yang pada akhirnya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Mandailing Natal.  
Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sebagai 
instansi teknis yang menangani kegiatan penanaman modal mempunyai 7 (tujuh) 
pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang 
Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut : 
1. Kebijakan Penanaman Modal: 
Tersedianya informasi peluang usaha sektor /bidang unggulan; 




Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 
anatra Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi 
dengan pengusaha nasional/asing; 
3. Promosi Penanaman Modal: 
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi; 
4. Pelayanan Penanaman Modal: 
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman 
modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman; 
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: 
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada 
masyarakat dunia usaha;  
6. Pengelolaan Data dab Sistem Informasi Penanaman Modal; 
7. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
Secara Elektronik (SPIPISE); 
8. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal: 
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 
dunia usaha. 
 
2. Visi dan Misi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
a. Visi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu “Mandailing 
Natal yang berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas didukung 
sarana prasarana infrastruktur yang kuat serta masyarakat religious dan 
berbudaya serta berkelanjutan” Untuk mencapai cita-cita tersebut maka salah 
satu kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dari 
masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dimana diharapkan masyarakat mampu 




Berdasarkan hal tersebut maka Visi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu “Terwujudya iklim investasi yang kondusif dan 
pelayanan perisinan yang prima”. 
b. Misi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Prizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal merumuskan misi 
sebagai berikut: 
1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perisinan yang 
prima melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima; 
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang 
prima melalui Tumbuh kembangnya iklim usaha dan investasi.  
3. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang 
prima melalui Terciptanya pemerintah yang baik dan bersih;  
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang 
prima melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 





3. Letak Geografis Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal yag beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Paya 
Loting, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Denahnya antara lain 
















Gambar 4.1 Denah Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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Seksi Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal  
Asmarani, S.Sos  
PENATA Tk.I  
NIP. 19740709 200212 2 002  
Seksi Promosi Penanaman Modal 
Abdul Mutholib, SH 
PENATA Tk.I 
NIP. 19710205 200312 1 004 
Seksi Pembinaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal  
Siti Rohani, SE  
PENATA MUDA TK.I 
NIP. 19780705 200701 2 006  
Seksi Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal  
Hermansyah, S.Kom  
PENATA  
NIP. 19760627 200904 1 001  
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Sektor Perekonomian  
Romatua, SE 
PENATA  
NIP. 19820207 201001 1 020  
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Sektor Kemaritiman  
Musyarofah, SE  
PENATA  
NIP. 19800814 201101 2 001  
Seksi Kebijakan dan 
Penyuluhan Layanan  
Cholilah Hanum, SH  
NIP. 19860202 201001 2 030 
Seksi Pelaporan dan Peningkatan 
Layanan  
Madiha Khairani, SE  
PENATA  
NIP. 19691022 200701 2 002  
Kabid Perencanaan, Pengembangan 
Iklim dan Promosi Penanaman Modal 
Mhd. Affan Daulay, ST 
PEMBINA 
NIP. 19761126 200312 1 004  
 
Kabid Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal dan Informasi 
Penanaman Modal  
Layla Syafrina Nasution, SE  
PEMBINA 
NIP. 19790820 200312 2 006  
 
Kabid Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan  
Dedek Isfensah Siregar, S.Sos 
PENATA  
NIP. 19830207 200212 1 002 
 
 
Kabid Pengaduan, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan 
Ahmad Syahrisyal Adenin, SE  
PENATA  
NIP. 19841223 201001 1 013 
Seksi Perencanaan Penanaman 
Modal  
Ery Irawan Ahmad NST, ST  
PENATA Tk.I  
NIP. 19821204 200904 1 003  
Seksi Pemantauan dan Pengawasa 
Pelaksanaan Penanaman Modal  
Iskandar Nasution, S.Psi  
PENATA  
NIP. 19821112 201101 1 004  
Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 
Seksi Pengaduan dan Informasi 
Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
Dewi Mandasari, SP  
PENATA  
NIP. 19840919 201101 2 004  
KEPALA DINAS 
Drs. PARLIN LUBIS, AP 
PEMBINA TK. I 
NIP. 19750906 199412 1 001 
 
 





RISWAN EFENDI, SE.MM 
PEMBINA 




Nadya Rolentika Afridarisa, SAP 
PENATA 
NIP. 19800427 200003 2 001 
 
 
Subbag Umum Kepegawaian 
Nurkhairani Hasibuan, SE 
PENATA MUDA TK. I 




Fahrur Rozi Rangkuti, SE 
PENATA MUDA TK. I 
NIP. 19800705 200801 1 004 
 
 





B.  Temuan Penelitian  
1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal dan Penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 di 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal 
 Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan 
dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu di 
masa yang akan datang.  
Prosedur ialah serangkaian aktifitas administrasi yang umumnya melibatkan 
sebagian orang, untuk menggapai keseragaman tindakan dalam melaksanakan 
kegiatan rutin. Melalui prosedur data dapat terkumpul serta disampaikan kepada yang 
memerlukannya. Penyusunan anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal diharapkan 
bersumber pada data yang telah melalui prosedur yang tepat. Perihal ini dikenal 
karena anggaran yang disusun oleh pihak- pihak yang berkompeten dalam bidangnya. 
Adapun hasil wawancara dengan Kassubbag Umum Kepegawaian Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal yaitu Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE pada tanggal 28 April 2021, 
pada pukul ± 11.00 WIB mengatakan:  
“Untuk Penyusunan ada tim khususnya, yaitu Kasubbag Keuangan yang 
dipimpim oleh sekretaris, baru disampaikan laporannya oleh Kepala Dinas dan 
diserahkan ke bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan, kemudian 





Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE dapat 
diambil kesimpulan. Penyusun anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sudah 
menugaskan tim khusus penyusunan anggaran  yaitu Kasubbag Keuangan yang 
dipimpim oleh sekretaris dan di koordinasi langsung oleh Kepala Dinas dan 
diserahkan ke bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan. 
Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Kantor Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan pada 
akhir periode pelaporan, akan tetapi untuk realisasi kegiatan dilakukan setiap bulan dengan 
mencatat jumlah anggaran serta kegiatan yang sudah terealisasikan. Perihal ini agar anggaran 
kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikontrol sebaik mungkin. 
Berdasarkan proses penyusunan anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat 
bahwa proses penyusunan anggaran ini telah melibatkan bagian Kasubbag Keuangan, 
hal ini sesuai dengan pedoman khusus dalam penyusunan anggaran dan realisasinya 
yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah revisi pertama Permendagri No. 17 Tahun 2007 perubahan 
Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permendagri No. 21 Tahun 2011 perubahan ke I 
Permendagri No. 13 Tahun 2006.  
 
Penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 digunakan dengan 
membandingkan antara penerapan yang ada pada Kantor Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  
Dengan kata lain Peraturan Pemerintah merupakan upaya yang konkret untuk 
mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dengan 
metode menyampaikan laporan pertanggun jawaban keuangan pemerintah yang 




akuntansi pemerintah yang diterima secara universal,  Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berisikan 
tentang Laporan Realisasi Anggaran Mengenai Keseuaian Penerapan PSAP No. 02 
PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 
Rumus Dean J. Champion yang mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut:  
a. 0%-25% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 tidak baik.  
b. 25%-50% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 kurang 
baik.  
c. 50%-75% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 cukup 
baik.  
d. 75%-100% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 sangat 
baik. 
Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean J. 
Champion yaitu :  
Persentase = 
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛
 x 100%  
  = 
20
24
 x 100% = 83% 
  = 
4
24
 x 100% = 17% 
Menurut hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban diatas ialah  
83% untuk kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah, maka penulis 
menarik kesimpulan bahwa penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 
pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
telah dinilai baik. Dan adapun ketidaksesuaiannya berdasarkan perhitungan diatas 
yaitu 17%. Ketidaksesuaiannya ini dikarenakan Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam penyajian laporan realisasi anggaran 




pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan pendapatan-LRA untuk 
menutupi kekurangan Pendapatan-LRA, akan tetapi hal ini tidak termasuk kedalam 
pos pengeluaran pendapatan, pengeluaran pendapatan antara lain pemberian pinjaman 
pihak ketiga. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan informasi dan pos-pos transfer. 
Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak membukukan transaksi mata uang asing ke 
dalam mata uang rupiah. 
 
2. Analisis Efektifitas Realisasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
Efektivitas berkaitan erat dengan tingkatan keberhasilan suatu kegiatan, 
sehingga suatu kegiatan akan dilakukan efektif apabila kegiatan tersebut memiliki 
pengaruh yang besar terhadap keahlian penyedian layanan publik, yang tidak lain 
ialah pencapaian target yang sudah ditetapkan maupun direncanakansebelumnya. 
Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan teori efektivitas anggaran. Jika 
rasio efektivitas mencapai 90-100% sehingga dinilai sangat efektif, apabila resio 
efektivitas mencapai 75-90% dinyatakan kurang efektif serta seandainya rasio 
efektivitas kurang dari 60% maka dinilai tidak efektif. Semua telah di sahkan dan 
menjadi tolak ukur untuk mengukur pemakaian anggaran bersumber pada peraturan 
menteri Keuangan PMK Nomor.  14/ PMK 02 Tahun 2015 Tentang petunjuk serta 
Penelaaha Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Semakin tinggi 
efektivitas maka pengelolaan anggaran akan semakin baik. 
 Efektivitas anggaran juga bisa diukur dari pelaksanaan disusun berdasarkan 
Pendapatan Laporan Operasional, Beban, Transfer adalah hak penerimaan atau 
kewajiban pengeluaran uang dari oleh entitas pelaporan dari/ kepada entitas 




Laporan Arus Kas. 
 Pada saat perencanaan anggaran setiap tahun tentu mempunyai tujuan ataupun 
target yang mau dicapai. Sasaran yang mau dicapai juga disebut denga efektivitas.  
Efektivitas suatu anggaran bisa diukur lewat realisasi yang dikeluarkan. Efektivitas 
suatu organisasi sektor publik dapat diukur dengan membandingkan anggaran dengan 
realisasi yang dicapai dalam satu periode anggaran. Untuk mengukur kinerja suatu 
anggaran bisa digunakan teori efektivitas anggaran. Berikut ini merupakan teori 
efektivitas dengan memanfaatkan analisis variasi( selisih) yaitu:  
Efektivitas =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛  
 x 100% 
 
 Tabel 4.1 Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2019 
 
No. KET ANGGARAN REALISASI SELISIH PERSEN 
1 Pendapatan 0 0 0 0 
2. Belanja 1.588.978.250 1.386.527.125 202.451.125 87% 
3. Pembiayaan 0 0 0 0 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran tahun 2019 anggaran dari 
pos belanja pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 1.588.978.250.  
Berlandaskan tabel di atas menunjukkan jika penyerapan anggaran pada laporan 
realisasi anggaran untuk pos belanja hanya terserap sebesar Rp 1. 386. 527. 125 dari 
jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1. 588. 978. 250. sehingga antara anggaran 
serta realisasinya ada selisih Rp. 202. 451. 125. dari anggaran tersebut dapat dilihat 
jika persentase penyerapan anggaran hanya sebesar 87%. Maksudnya penyerapan 
anggaran pada laporan realisasi anggaran 2019 kurang efektif.  
Adapun hasil wawancara dengan Kassubbag Keuangan Kantor Dinas 




Mandailing Natal yaitu Bapak Fahrur Rozi Rangkuti, SE pada tanggal 4 mei 2021, 
pada pukul ± 11.30 WIB mengatakan:  
“ Jika untuk realisasi belanja perihal ini disebabkan masih banyaknya tidak 
terlaksananya kegiatan serta pembiayaan serta belum terlaksananya belanja 
barang pada sebagian barang dan juga belum sepenuhnya pekerjaan atas 
kegiatan selesai dilaksanakan serta ada pula kegiatan yang dibatalkan.” 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan jika 
penyerapan dan realisasi anggaran pemasukan serta belanja yang dilakukan Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak efektif 
dengan persentase <60% berdasarkan tingkat efektivitas anggaran. Akan tetapi untuk 
realisasinta penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan dana SiLPA di 
tahun sebelumnya. 
 
C.  Pembahasan Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis 
menyimpulkan bahwa : 
1. Kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 
02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual. Bahwa hasil perhitungan dari teknik analisis 
menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean J. Champion diperoleh tingkat 
kesesuian penyusunan dan penyajian laporan 83% dan untuk ketidaksesuaian 
yaitu 17%, maka penulis mengambil kesimpulan penerapan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah dinilai baik. 
Hal ini sesuai dengan kajian terdahulu Skripsi yang ditulis oleh Paidi dengan 




No. 02 tentang laporan realisasi anggaran (Studi kasus pada Kantor Kepala Desa 
Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Dalam skripsi tersebut isi yang dibahas 
ialah membahas tentang penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala 
Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik. 
2. Selanjutnya Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 
tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Hasil perhitungan dari 
teknik analisis menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean J. Champion 
diperoleh tingkat kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan realisasi 
anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu sebesar 83% dan untuk ketidaksesuiannya yaitu 17%. Adapun untuk 
penerapan kesesuaian tersebut karena Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menyajikan informasi realisasi 
Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan yang dibandingkan 
dengan anggarannya, menyusun stuktur laporan realisasi anggaran, melakukan 
pelaporan sekurang-kurangnya srtahun sekali, mengklasifikasikan pos-pos 
pendapatan, mengklasifikasikan pos-pos belanja, mengklasifikasikan pos-pos 
surplus/defisit-LRA, mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan, 
mengklasifikasikan pos-pos SiLPA/SiKPA, akuntansi pendapatan dilaksanakan 
berdasarkan asas bruto, menyediakan informasi tentang indikasi perolehan dan 
penggunakan sumber daya ekonomi, penyusunannya dilakukan secara efisien, 
efektif dan hemat, menyusun laporan realisasi anggaran berbasis kas. Sedangkan 
ketidaksesuainnya sebesar 17% dikarenakan Kantor Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam penyajian laporan realisasi 
anggaran tidak memasukkan pos-pos pendapatan, namun bukan berarti dalam 




Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan pendapatan, dalam 
laporan realisasi anggaran tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pembiayaan untuk menutupi 
kekurangan pembiayaan anggaran, pengeluaran pembiayaan antara lain 
pemberian pinjaman pihak ke tiga, penyertaan permodalan pemerintah, 
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu, dan 
pembentukan dana cadangan.  
Kemudian dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak 
memindahkan selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SilPA/SiKPA) ke 
laporan perubahan saldo anggaran yang seharusnya dilakukan oleh entitas 
pelaporan, dalam hal ini  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu juga tidak menyusun laporan perubahan saldo 
anggaran dan langsung memasukkan kedalam pos penerimaan pembiayaan. 
Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu tidak menyajikan pos-pos transfer, dalam hal ini Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan 
transfer untuk tahun berjalan. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak 
menyajikan laporam keuangan berbasis akrual, hal ini dikarenakan Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal tidak menyusun laporan keuangan sebagai salah satu laporan 
yang seharusnya disusun pemerintah yang berguna untuk mengontrol asset yang 
dimiliki. Lalu Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan pencatatan 
terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA 
(Sistem Informasi Manjemen Daerah. Kemudian Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 




dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak mengikuti standar yang berlaku, 
namun untuk penyusunan laporan realisasi angggaran tahun 2018 tidak terjadi 
transaksi dalam mata uang asing.  
Hal ini sesuai dengan kajian terdahulu Jurnal karya Siti Asmiati dan Stanley K. 
Walandouw dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyatan Standar Akuntansi 
Pemerintah tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang 
Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang 
dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi 
Manajemen Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju 
akrual sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian laporan realisasi 
anggaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai 
dengan PSAP No. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalamPP No. 







A. Kesimpulan  
Sehubungan dengan pembahasan yang sudah penulis uraikan dari data dan 
informasi penelitian yang telah terkumpul lalu dianalisis, kemudian ditarik 
kesimpulan antara lain :  
1. Mengacu dari keseluruhan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Mandailing Natal dengan menerapkan teknik perhitungan daftar checklist dalam 
rumus Dean J. Champion kesesuaian penerapan dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik.  
2. Penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dan telah menyajikan unsur-unsur 
laporan realisasi anggaran. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan 
realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan pos-pos 
Pendapatan-LRA, tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak melakukan transaksi 
mata uang asing  ke mata uang rupiah dan tidak menyusun laporan neraca 











B. Saran  
Dalam hasil penelitian ini penulis menyampaikan saran pada penyajian laporan 
realisasi anggaran hendaklah berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah Nomor  02 di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 supaya 
laporan realisasi anggarannya handal, terampil, bermanfaat dan memudahkan kaum 
pengguna ketika mendapat informasi tentang realisasi anggaran entitas pelaporan dan 
memudahkan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam akuntabilitasnya yang 
berhubungan dengan anggaran.  
1. Kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, sepatutnya sebagai entitas 
pelaporan saat melaporkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan 
menyajikan laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau bahkan menyajikan 
seluruh laporan keuangan sebagai entitas pemerintah sebagai sarana 
pertanggungjawaban publik dan terwujudnya pemerintah yang baik/bermanfaat.  
2. kiranya untuk menentukan tim penyusun dan penyajian laporan realisasi 
anggaran kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menentukan orang yang paham 
akuntansi dan mengenal teknologi untuk mendukung penyajian laporan dengan 
berbasis sistem keuangan pemerintah untuk menurunkan salah saji yang 
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LAMPIRAN 1 : Daftar Checklist 
DAFTAR CHECKLIST 
Indikator Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 
tentang Laporan Realiasi Anggaran PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah  
No Uraian Pertanyaan Ya Tidak 
1.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal menyusun struktur laporan realisasi anggaran 
yang terdiri dari nama entitas pelaporan atas sarana 
identifikasi lainnya cakupan entitas pelaporan, periode 




2.  Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal menyajikan  info 
realisasi pendapatan-LRA yang diperbandingkan 
dengan anggarannya dalam satu periode 
 
 
3.  Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal menyajikan  info belanja 




4.  Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info transfer 




5.  Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal menyajikan  info 
surplus/defisit-LRA yang diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode 
 
 
6.  Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mandailing Natal menyajikan  info 
pembiayaan yang diperbandingkan dengan 






7.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal mencatat transaksi mata uang asing dibukukan 
dalam mata uang rupiah 
 
 
8.  Laporan Realiasi Anggaran disusun sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun oleh pihak Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal 
 
 
9.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 




10.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran  
mengklasifikasikan pos-pos belanja  
 
 
11.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 
mengklasifikasikan pos-pos transfer  
 
 
12.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 
mengklasifikasikan pos-pos surplus/defisit-LRA 
 
 
13.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 
mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan 
 
 
14.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 
mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran pembiyaan  
 
 
15.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 
mengklasifikasikan pos-pos pembiayaan neto 
 
 
16.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada laporan realisasi anggaran 







17.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pada akhir periode pelaporan sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan 
perubahan saldo anggaran 
 
 
18.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal pengakuan akuntansi pendapatan dilaksanakan 
berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikonpensasikan dengan pengeluaran 
 
 
19.  Dalam menyusun laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dapat 
menyediakan informasi kepada pengguna laporan 
tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber 
daya ekonomi  
 
 
20.  Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah 
dilaksanakan secara efisien  
 
 
21.  Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah 
dilaksanakan secara efektif 
 
 
22.  Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah 
dilaksanakan secara hemat 
 
 
23.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal menyusun dan menyajikan laporan neraca 
menggunakan basis akuntansi akrual 
 
 
24.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing 
Natal menyusun dan menyajikan laporan realisasi 










LAMPIRAN II : Daftar Wawancara  
DAFTAR WAWANCARA 
1. Siapakah yang menyusun Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing 
Natal ? 
2. Apakah Kantor DPMPPTSP memahami pencatatan akuntansi pemerintahan ? 
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan Kantor DPMPPTSP dalam menyusun dan 
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Bu ? 
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan Laporan 
Realisasi Anggaran Bu ? 
5. Kapan dan berapa kali Kantor DPMPPTSP melakukan pelaporan Laporan 
Realisasi Anggaran Bu ? 
6. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP Tahun 2019 
menyajikan informasi dan pos-pos pendapatan-LRA  Bu ? 
7. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP Tahun 2019 
menyajikan informasi dan pos-pos belanja Bu ? 
8. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP Tahun 2019 
menyajikan informasi dan pos-pos transfer Bu ? 
9. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP Tahun 2019 
menyajikan informasi dan pos-pos penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan Bu ? 
10. Jadi, menurut Ibu, apakah dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
Kantor DPMPPTSP sudah efesien, efektif dan hemat Bu ? 
11. Basis Akuntansi apa yang digunakan dalam menyusun Laporan Realisasi 
Anggaran Kantor DPMPPTSP Tahun 2019 Bu ? 
12. Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP, adakah 
terjadi transaksi dalam mata uang asing Bu ? jika ada Apakah dalam 




13. Apakah pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP sudah 
dilakukan secara transparan dan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran 
mudah untuk diketahui masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan Bu ? 
14. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor 
DPMPPTSP ini Bu ? 
15. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP, disusun 
berdasarkan prinsip nilai histori ? yaitu asset dicatat sebesar nilai perolehannya 
Bu ? 
16. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP, disusun 
berdasarkan prinsip realisasi Bu ? yaitu pendapatan yang tersedia dalam suatu 
periode pelaporan akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam 
periode tersebut Bu ? 
17. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP, disusun 
berdasarkan prinsip konsisten Bu ? yaitu perlakuan yang sama diterapkan pada 
transaksi yang serupa dari periode dalam pelaporannya Bu ? 
18. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPPTSP, disusun 
berdasarkan prinsip pegungkapan lengkap Bu ? yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran menyajikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna 
laporannya Bu ?  












LAMPIRAN III : Dokumentasi Wawancara  
DOKUMENTASI WAWANCARA 
    
 













Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 




LAMPIRAN IV : Laporan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
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